
BUPATI ACEH BESAR 
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR 

NOMOR 28 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 26 

TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR 

TAHUN ANGGARAN 2022 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH BESAR, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan 
Kabupaten Aceh Besar Nomor 906/4720/2022 
tanggal 1 Desember 2022 Perihal Pergeseran 
Anggaran sehubungan dengan kegiatan PORA XIV 

dan  penyesuaian  belanja  untuk kebutuhan 
mendesak, dkk, sehingga perlu merubah Peraturan 
Bupati Aceh Besar Nomor 26 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 

2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Aceh Besar Nomor 26 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 
2022; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 

Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah 

Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3893); 

== 
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10. 

11. 

12. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17 

18. 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 
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19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27, 

28. 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 926); 

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten 
Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03); 

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten 
Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55); 
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29. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 

Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 
2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh 

Besar Nomor 58); 

30. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 

6); 
31. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 26 Tahun 2022 

tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 
2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 
2022 Nomor 26). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 26 TAHUN 

2022 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR 
TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi 
Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang 
diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut 

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri 

atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Aceh Besar. 

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh 

Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang 

dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur dan adil. 

4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 
pengawasan keuangan daerah; 
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5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang 

selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan 
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun. 

Pasal 2 

. Pendapatan Daerah 

a. Semula Rp.1.906.255.205.100,00 

b. Bertambah /(berkurang) Rp. 0.00 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 

. Belanja Daerah 

a. Semula Rp.1.941.358.229.434,00 

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Belanja setelah Perubahan 

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan 

. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula Rp. 36.103.024.334,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.  0.00 

b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan 

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 

Pasal 3 

Merubah Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 
1.942.358.229.434,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 0,00 sehingga 
menjadi Rp. 1.942.358.229.434,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Rp. 1.906.255.205.100,00 

Rp. 1.941.358.229.434,00 

Rp. (35.103.024.334,00) 

Rp. 1.000.000.000,00 

Rp. 35.103.024.334,00 

Rp 0,00 

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 4 

(1) Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini 

dengan lampiran Perubahan tercantum secara tersendiri yang 
merinci item perubahan pada Perangkat Daerah meliputi Dinas 
Pendidikan Dayah, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Sekretariat 
Daerah, Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Darul Imarah, 
Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Kuta 

Malaka, Kecamatan Leupung dan Kecamatan Blang Bintang. 

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Aceh Besar. 

Ditetapkan di Kota Jantho 
pada tanggal 8 Duewmber 2022M 

4 Jumadil Awaliqq4 H 

JPj. BUPATI ACEH BESAR,% 

gl 
MUHAMMAD ISWANTO 

Diundangkan di Kota Jantho Q 

pada tanggal @ Dejember 2022 M 
Y Jumagil Awal 1444 H 

SEKRETARIS DAERAH 
"‘KABUPATEN ACEH BESAR,J. 

k—— 

SULAIMI 
BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022 NOMOR 28 


